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Waspadai Siasat Menunda Rapat Paripurna

JAKARTA, (PR).-
Buntut dari aksi demonstrasi
ang meluas dan rusuh, DPR me-
mastikan, pengesahan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Pilkada ba-
tal dilaksanakan dan putusan Mah-
kamah Konstitusi (MK) pun akan di-
berlakukan untuk Pllkada 2024. Na-
mun, publik justru mewanti-wanti
agar mewaspadai siasat DPR yvang
menunda rapat paripurna sambil
menunggu situasi protes mereda.
Dalam keterangannya, Wakil Ke-
DPR RI Sufmi Dasco Ahmad me-
kan, pada saat pendaftaran ca
lon kepala daerah untuk pilkada pada
27 Agustus 2024, bakal menerapkan
putusan dari MK. "Yang akan berlaku
adalah Keputusan JR (judicial re-
view) MK yvang mengabulkan pugat-
an Partai Buruh dan Partai Gelora,”

kata Dasco dalam akun rosn
X yang :Iiun;_g,:(h pa

RUU P[ll\ada menuai pro dan kon-
tra karena dinilai dibahas secara
singkat pqda Rnhu (21/8/2024) oleh

san  putusan MK p.:d.l
(20/8/2024) tentang syarat pcnm—
lonan pada pilkada. Rapat Paripurna
Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I’
hun Sidang 2023-2024 dengan agen-
da pengesahan RUU Pilkada yang
rencananya digelar pada Kamis pagi
ini, batal digelar dan dijacwal ulang,
Keputusan diambil lantaran jumlah
peserta rapat tidak memenuhi kuo-
rum. Jumlah peserta rapat tidak
mencapai kuorum setelah hanya di-
hadiri oleh 86 dari total 575 anggota

DPR RL

Sufii Dasco Ahmad menjamin,
tidak akan ada agenda pengesahan
Rancangan Undang-Undang (RU U}
bPilkada secara diam-diam setelah
batal disahkan dalam rapat paripur-
na pada Kamis pagl. Dia mengatakan
dengan aturan tata ter-
tib, rapat paripurna hanya bisa dige-
lar pada hari Selasa atau Kamis. De-
ngan demikian, tidak akan ada pe-
ngesahan RUU Pilkada hingga pen-
daftaran calon kepala daerah dalam
pilkada pada 27 Agustus 2024,

"Oleh karena itu, se 1 dengan
mekanisme yang berlaku, apabila
mau ada paripurna lagi, harus meng-
ikuti tahapan-tahapan yang diatur
sesuai dengan tata tertib di DPR." ka-
ta Dasco saat konferensi pers di
Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta,

kemarin mal

. rapal-rapat yang
itu bersifat terbuka
ditavangkan langsung di kanal
media sosial DPR. Begitu pula de-
ngan rapat Badan Lepislasi (Baleg)
DPR RI vang membahas RUU Pilka-
da, Rabu ( 2024), pun terbuka
an bisa disaksikan ma it
"Karena RUU }’1]L.1ch bx.lum di-
sahkan menjadi undang-undang, ma-
ka vang berlaku adalah hasil putusan
Mahkamah Konstitusi. judicial re-
1g diajukan oleh Partai Bu-
ruh dan Partai Gelora,” kata dia.
Sufmi berdalih bahwa RUU Pilka-
da ini tidak ujug-ujug bergulir di
DPR. Pasalnya, proses legislasi terha-
dap RUU tersebut sudah dilakukan

(Bersambung ke hal. 10 kol. 1)

Waspadai Siasar

(Sambungan dari hal. 1 kol. 5)

sejak Januari 2024, tetapi se-
cara perlahan.

Walaupun begitu, dia me-
ngatakan bahwa RUU Pilka-
da pun berpotensi akan tetap
di bahas setelah tahapan-ta-
hapan Pilkada 2024 selesai.
Soalnya, DPR pun menilai
bahwa mekanisme dalam
proses pilkada atau pemilu
perlu disempurnakan.

Segelintir elite

Koordinator Komite Pemi-
lih Indonesia, Jeirry Sumam-
pow, mengatakan, penunda-
an rapat paripurna DPR me-

nunjukkan bahwa sebagian
besar anggota DPR memang
tak setuju dengan keputusan
Baleg, lalu untuk melakukan
revisi UU Pilkada sesuai sele-
ra para elite parpol dan pe-
merintah. "Ini juga menun-
jukkan bahwa  keinginan
melakukan revisi mendesak
tersebut hanya merupakan
keinginan segelintir elite yang
parpol yang tak mau taat dan
uh terhadap konstitusi,”

Jeirry mewanti-wanti agar
mewaspadai t DPR yung
menunda rapat paripurna

sambil menunggu  situasi
protes mereda.

"Bisa saja malam nanti pa-
ripurna tetap dilakukan jika
para pimpinan partai me-
maksa dan mengancam para
anggota dewan mereka untuk
menghadiri paripurna. Se

bab, menurut informasi yang
I)credar, para anggota DPR
tetap diperintahkan oleh

pimpinan partai kealisi kartel
untuk tetap berada di sekitar
kantor DPR agar bisa sewak-
tu-waktu diperintahkan de-
ngan paksa untuk mengikuti
paripurna. Makanya tetap
harus dikawal dan diwas-
padai,” tuturnya.

Menurut Jeirry, jika DPR
tetap memal an rapat

langan
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paripurna, risikonya terlalu
besar, Rakyat akan terus

bergerak. Gelombang protes
akan makin masif terjadi dan
bisa berujung kepada keka-
cauan.

wa rakyat tak mau lagi ditipu

engm narasi positif, tapi
menipu, yang dimainkan
DPR, elite partai, dan peme-

Teirry mengatakan, situz

semakin terpuruk dan bisa
berujung pada ketidakper-
cayaan kepada parlemen dan
pemerintalt. “Dan  rakvat
ang, kecewa karena dmpu
selama ini akan melakukan
pembangkangan secara lebih

luas dan masih. Jadi civil dis-
obedience akan makin melu-
as,” katanya.
Jeirry mengatakan, tindak-
an Baleg DPR sudah cacat
prosedur dan cacat substansi
karena dilakukan terburu-bu-
ru, mendadak dan tak meng-
ikuti prosedur yang berlaku.
Langkah Baleg DPR juga ca-
cat substansial. Soalnya, drafl
yang disusun bertentangan
dengan substansi Putusan
MK No. 60 dan 70.

"Jadi, secara substansial,

ini pemb 1 terhadap
konstitusi. DPR sebagai lem-
baga tinggi negara sudah tak
taat dan patuh konstitu
katanya.
Sementara

itu, Kepala

Kantor Komunikasi Kepresi-
denan/Presidential Commu-
nication Office (PCO) Hasan
Nasbi menyatakan, pemerin-
tah mengikuti aturan yang
berlaku terkait UU Pilkada.
Apalag} DPR RI sudah me-
pengesah-

an RUU Pilkada.
"Pemerintah dalam po
yang sama seperti sebelw
nya, vaitu mengikuti aturan
yang berlakn. Selama tidak
ada aturan yang baru, maka
pemerintah akan mengik
aturan yang berlaku saat i
kata Hasan dalam keterang-
an tertulis di Jakarta, ke-
marin.
H:

asan menyam
bahwa apabila_samp.
gal-2z-Apgustus 2024

RULJ
Pilkada tidak disahkan, DPR
akan mengikuti aturan ter-
akhir, yaitu putusan Mahka-
mah Konstitusi.

Mengenai dinamika situasi
nasional saat ini, Hasan me-
mandang proses demokrasi
tampak luar biasa. Seluruh
pemangku kepentingan me-
mainkan peran dalam proses
berdemokrasi.  Mahkamah
Agung dan Mahkamah Kon-
stitusi menjalankan perannya
di ranah yudikatif. DPR men-
Jalankan perannya di wilayah
pembentukan undang-un-
dang, sementara media dan
masyarakat sipil juga men-
jalankan peran sebagai aktor
demokr
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dan perbedaan pendapat, ki-
ebesaran ki
buah bangsa,”

tetap Imrus menjaga situasi
kondusif agar ke;)l.ntmgan
publik dan roda ekonomi ti
dak terganggu,” kata Hasan,

Tak kuorum
Sementara itu, Wakil Ke-
tua Badan Legislasi (Baleg)
DPR RI Achmad Baidowi ti-
dak menampik kuorum l'apat
paripurna tidak rpen uhi
rena adan Pl I.sl}.l[l.’-.‘,( -
terima para legislator untuk
tidak menghadiri rapat pari-

purna dengan agenda penge-
sahan RUU Pilkada. Namun,
ia menyebut, aspirasi itu si-
famya beragam.

Meski tidak menampr
adanya aspirasi tersebut, ia
menekankan bahwa R'lp'it
Paripurna Pengesahan RUU
Pilkada itu ditunda karena
peserta rapat yvang hadir ti-
dak memenuhi Kuorum.

"Tidak kuorum itu karena
misalkan ditelefon istrinya
surnh jangan berangkat, dite-
lefon masyarakatnya suruh
Jangan berangkat kan aspi-

juga, aspirasi bukan?"
Anyz

Bahkan, ada pula beberapa
anggota DPR  yang ikut
mengunggah gambar " Peri-
ngatan Darurat”, sebagaima-
na yang ramai diunggah war-
ganet di media sosial.

"Di konstituen dilarng un-
tuk hadir di paripurna, bah-
kan ada anggota DPR yang
ikut pasang-pasang begitu
(Peringatan Darurat), itu kan

aspirasi dari publik,” ucap-
nya.
Menurut di spirasi un-

tuk tidak melanjutkan RUU
Pilkada ke rapat paripurna
juga seperti yang disampai-
kan massa aksi yang mengge-
lar demonstrasi di Gedung,
DPR RI yang sempat dite-
muin
Di sisi lain, Menteri Hu-
kum dan [Hak Asasi Manusia
Supratman Andi Agtas me-
ngatakan institusinya masih
menunggu langkah DPR me-
ngenai keputusan melanjut-
kan Rapat Paripurna Penge-
sahan RUU Pilkada.
"Prinsipnya, pemerintah si-
fatnya pasif dan menunggu
keputusan dari parlemen,
apakah revisi UU (Pilkada)

ini

akan dilanjutkan atau
kata Supratman saat
ditemui di Gedung
DPR/MPR, Jakarta, kemarin.
Mengenai penundaan Ra-
pat Paripurna RUU Pilkada,
Menkumham kembali mene-
gaskan bahwa pihaknya tidak
bisa berbuat banvak menge-
nai hal itu. "Kami tinggal me-
nunggu sikap dari parlemen
terkait usulan inisiatif,” kata
Supratman.
Pengamat pol
Direktur Ekseku
Khafidlul Ulum mengatakan,
keputusan DPR RI menunda
Rapat Paripurna Pengesahan
RUU Pilkada hanya bertuj
an meredam amarah publ
kup berbahaya jika ha-
sil revisi UU Pilkada disah-

kan. Maka DPR melakukan
manuver untuk menundanya
sebentar agar kemarahan
rakyat agak sedikit mereda
sehingga masyarakat terke-
coh," kata Khafidlul dalam
siaran pers yang diterima An-
tara di Jakarta, kemarin.
Menurut Khafidlul, penun-
daan rapat paripurna sangat
janggal karena sebelumnya
dalam pembahasan RUU
Pilkada, Rabu (21/8/z2024),
hampir semua fraksi, kecuali
PDI Perjuangan, setuju se-
hingga pembahasan dibawa
ke rapat paripurna. Meski-
pun demikian, saat ini, mayo-
ritas anggota DPR justru ti-
dak hadir dalam rapat pari-
purna tersebut. Padahal, jika
para fraksi datang seperti
saat pembahasan RUU Pilka-
da sebelumnya, RUU terse-
but berpotensi di:
bagai undang-undang,
Menurut dia, penundaan
pembahasan bukanlah jawa-
ban akhir dari polemik RUU
Pilkada karena DPR bisa s:
mengesahkan RUU Pilkada
jadi undang-undang tan-
pasepengetahuan publik.
"DPR bisa menysahkan
RUU kapan saja, tidak pan-
dang pagi, siang, sore, ma-
lam, bahkan tengah malam
atau dini hari. 1 masih
ingat Undang-Undang Ibu
Kota Nusantara disahkan pa-

da tengah malam,” kata
Khafidlul.
Oleh karena itu, ia ber-

harap, masyarakat terus me-
mantau dan mengkritisi pro-
ses pembahasan RUU Pilka-
da menjadi UU Pilkada agar
tidak terkesan lolos secara di-
am-diam. (Muhammad
Ashari, Suhirlan Andri-
yanto)™*




